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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam penerimaan penitipan

pembayaran pajak yang tidak disetor oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat

Pembuat Akta Tanah terhadap pembayaran pajak jual beli tanah ditinjau dari delik tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data

sekunder yaitu penulusuan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian ilmiah. Hasil dari

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Akibat hukum yang timbul dari tidak disetorkannya pajak ialah akta

jual beli tidak dapat ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Penerimaan pembayaran pajak

tidak termasuk dalam wewenang jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak yang tidak disetorkan

berakibat menimbulkan hutang pajak bagi wajib pajak  Pejabat pembuat akta tanah bertanggung jawab

secara pribadi kepada wajib pajak selaku pemberi kuasa penitipan pembayaran pajak; dan 2) Unsur-unsur

pada delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tidak sepenuhnya terpenuhi. Tidak ditemukan korelasi langsung antara kerugian keuangan negara dengan

perbuatan penerimaan pajak jual beli tanah yang tidak disetor oleh PPAT dikarenakan PPAT tidak dapat

menandatangani akta jual beli sebelum dilakukan pembayaran pajak jual beli oleh wajib pajak.

......This research aims to determine the legal consequences that arise in the receipt of undeposited tax

payments by Land Deed Making Officials and the responsibilities of Land Deed Making Officials regarding

the payment of land sale and purchase tax in terms of criminal acts of corruption. The method used in this

research is normative juridical research, namely by examining the legal norms contained in statutory

regulations. This research uses secondary data, namely reviewing official documents, books, and the results

of scientific research. The results of this research are as follows: 1) The legal consequences arising from

non-payment of tax are that the sale and purchase deed cannot be signed by the land deed official (PPAT).

Receipt of tax payments is not included in the authority of the Land Deed Official. Taxes that are not

remitted result in tax debt for the taxpayer. The official who makes the land deed is personally responsible to

the taxpayer as the person giving the tax payment deposit; and 2) The elements of the criminal offense of

corruption in Article 3 of the Corruption Eradication Law are not fully fulfilled. No direct correlation was

found between state financial losses and land sale and purchase tax receipts that were not paid by the PPAT

because the PPAT was unable to sign the sale and purchase deed before the sale and purchase tax was paid

by the taxpayer.
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